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PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I -2t dan tanggal lahir Tale, 28 September 1997,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, [ R R
I  <bupaten Wajo sebagai

Penggugat;
melawan

I tompat dan tanggal lahir Marula, 25

Maret 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [ GczcNzNzG
I sckarang
alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah
Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar
di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan  Nomor
12/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
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Nomor 78/03/11/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajuhkan telah mencapai 3 tahun 1lbulan lebih dan pernah hidup bersama,
selama 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di Dusun Lamemmang, Desa Botto Tandre,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat,
sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 disebabkan karena:
e Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele,
dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani
Penggugat;
e Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan
dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4
tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan
dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga
tidak pernah merukunkan Penggugat denganTergugat, Tergugat tidak
pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang
terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
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sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, | EGcCcNGGE
I - -nggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil
dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.
Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/03/11/2014 tanggal 09 Februari
2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/03/11/2014 tanggal 10
Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu
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diberi kode P;
2. Bukti Saksi.
saksi 1, |GGG . 32 tahun, agama Islam, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa suami Penggugat bernama ||| Gz
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan
pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat
berselingkuh dan apabila apabila marah kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sudah 4 tahun lebih tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Saksi 2, |GGG . 48 tahun, agama Islam, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa suami Penggugat bernama | EGN
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan
pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat
berselingkuh dan apabila apabila marah kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang beritahu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sudah 4 tahun lebih tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak
dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 disebabkan karena Tergugat suka
marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti
dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat, Tergugat sering
cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain
tanpa bukti dan alasan yang jelas hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan
selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi
meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat denganTergugat berpisah
tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling
memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia karena itu
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Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya
dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk
mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 10 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,
kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih,
keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi
materil sebagai alat bukti saksi, sehingga ketarngan kedua saksi tersebut dapat
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diterima;

Menimbang, bahwa kedua sama-sama menerangkan bahwa Penggugat
dan Tergugat sewring cekcok karena Tergugat pencemburu adalah keterangan
yang didasarkan pada kesimpulan karena melihat Penggugat meninggalkan
Tergugat di Merauke dengan kembali pada orangtuanya di Sengkang, sehingga
keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah
hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Terggat hidup rukun hanya sekitar 4 bulan
lebih;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sudah 4 tahun lebih hingga tanpa saling peduli lagi dan Tergugat yang
meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina
rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan
perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rim Ayat 21 yang
berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
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kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang
bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993
tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti
tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di
atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan
Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-
kualifikasi-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus‘ dan “tidak ada
harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“
sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwva hukum tersebut
telah sesuai dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan analisis fakta di atas,
maka petitum poin 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (magashid syari’ah), khususnya
mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya
hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan
yangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat
diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur
berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus
menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum
perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik
hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling
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memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang
terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa
yang salah, maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara
verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [ KEGcGccCNG_G_G
I :chadap Penggugat I

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp321.000,00(tiga ratus dua puluh saru ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hij.

Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Asri, M.H Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp225.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )
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